BUPATI MIMIKA

FROVINSI PAPUA TENGAH
PERATURAN BUPATI MIMIEA
NOMOR 125 TAHUN 2025

TENTANG

KEDUDURKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS

DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DISTRIK MIMIKA BARU

Menimbang : a.

Mengingat

e

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MIMIKA,

bahwa sesual dengan ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah
Rabupaten Mimika Nomor 10 Tahun 2025 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daersh, Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kega
Perangkat Daerah diatur lebih Ianjut dengan Peraturan Bupati;

bahwa berdasarkan pertimbangsn sebapgaimana dimaksud
pada hurufl a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Mimika
Tentang Kedudukan, Susunan Orgamsasi Tugas Dan Fungs
Serta Tata Kerja Distrik Mimika Baru.

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentulan
Propinsi Irian Jaya Tengah, Propins Inan Java Barat,
Kabupaten Panial, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Java
dan Kota Sorong {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 173, Tambshan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3894) ssbagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 5 tahun 2000 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Propinsi [nan Jaya Tengah, Propinsi Irian Java Barat,
Kahupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya
dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor T2),

2, Undang-Undang,..



s

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 200] tentang Otonoms
Khusus Bagi Provinsi Papus (Lembaran Negara® Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomaor
2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi
Papun [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 155, Tambahan Lembaran Negore Republik Indonesia
Momor 6697);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 201 1 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Repuhblik Indonesia Nomor 5234, sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor |
Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

Undang-Undang Nomeor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembarom Negarn Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagameana telah diubeh beberapa kali terakhir
dengan  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang
Penyesuaian Pidana [Lembaran Negara Republik Indonesis
Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 7153);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan
Propins: Papua Tengah (Lembaran Negara Eepublik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 68504);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomaor 6897);

Peraturan Pemermtah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah [Lembaran Negars Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomar 114, Tambahan Lembaran Negaras Republik
Indomesia Nomor 58B8] sebapaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tabun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemenntah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah [Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

8. Peraturan Pemerintah...
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Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang
Kewenangan dan  Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan
onemi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negnra Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomaor 238} sebagammana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2025 tentang
Ferubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021
tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan
Otonomi Khusus rovinsi Papun (Lembaran Negara Reopublik
Indonesia Tahun 2025 Nomor 163}

Permturan Pemerintah Nomor U7 Tahun 2021 tentang
Penerimann, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana [nduk
Percepatan  Pembangunan Dralam Rangka Pelaksanaan
Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik
Indonesin Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Namor 6731);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indgnesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun
2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentung Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 157);

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mimika [Lembaran
Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2025 Nomor 10),

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUEAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
DISTRIK MIMIKA BARU.

BAD |
RETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Mimika.

2. Pemerintah  Daerah  adalah Bupati  sebagal  unsur  penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
vang menjadi kewenangan Dacrah Otonom.

3.  Bupati adalah Bupati Mimika.
4. Kabupaten adalah Kabupaten Mimika.

Bekretaris Daerah, vang selanjutnya disebut SEKDA inlah Sekretaris Daerah
Kabupaten Mimika.

6. Distrik...
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Distrik adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten vang dipimpin oleh
Kepala Distrik yang berada pada Pemerintah Kabupaten Mimika.

Distrik Mimika Baru merupakan Distrik Tipe A dengan beban kerja besar.

Kepala Distrik adalah pemimpin dan koordinator penvelenggarann
pemerintah di wilavah kerja distrik yang dalam pelaksanaan tugasnya
memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dan Bupati/Walikota
untuk menangani sebaginn urusan otonomi daerah, dan menyelengearakan
tugas umum pemerintahan,

Schkretarint Distrik vang selanjutnyva disebut Sekcam adalah unsur staf
Prmerintahan Distrik vang dikepalai oleh Sekretaris pada Distrik Kabupaten
Mimika.

Kelurahan merupakan perangkat Distrik yang dibentuk membantu atau
melaksanakan sebagian rugas Kepala Distrik.

Lurah adalah Lurah di Lingkangan Pemerntah Daerah Kabupaten Mimika,

Kampung/desa-adalah Kesatuan masvarskat hukum vang memiliki batas
wilavah wvang berwenang unfuk mengatur den  mengurus urasan
pemernntahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan  prakarsa
masyarakat, hak asal usul, dan/hak tradisional yang diakui dan dihormati
dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik indonesia.

Sub Bagian adalah Sub Bagian pads Sekretanat Distnk Mimika Beru
habupaten Mimika.

Seksi adalah Seksi pada Distrik Mimika Baru di Kabupaten Mimika.

Aparatur Sipil Negara vang sclanjutnyva disingkat ASN adalah profesi bagi
pegawal negen sipil dan pegewai pemenntah dengan peganjian ke vang
bekerja pada instansi pemerintah.

Kelompok Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil vang selanjutnya disebut
Jabatan Fungsional adalah kedudukan wvang menunjuken tugas,
tanggungawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu
satuan organisasi vang dalam pelaksanasan tugasnva didesarkan pada
keahlian dan atau keterampilan tertentu secara mandird.

Distrik adalah pembagian wilayah administratil di Indonesia, khususoys
pada wilayah bagian timur, yakni provinsi Papua, Papua Barat, Papua Barat
Dava, Papus Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan, vang berada di
bawah kabupaten atau kota. Istilah “distrik” setara dengan "Distrik" yang
sebelumnya digunakan seperti halnya di provinsi-provinsi laimn di Indonesia,

Distrik Tipe A dibentuk dengan beban kerja vang besar artinve memiliki
populasi padat, wilayah yang luas, jumlah kampung yang banyak selunggn
struktur dan beban kinerjanya lebih besar dan kompleks,

Distrik Tipe B dibentuk dengan beban kega vang kecil artinya memiliki
populasi yang sedikit, wilavah yvang lebih kedil, jumlah kampung yang lebih
sedikit sehingga struktur dan beban kinerjanya lebih sedikit dibandingkan
Tipe A.

BAB 11...
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BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN DRGANISAS]

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 2

Distrik Mimika Baru merupaksn Perangkist Daerah yong dibentuk dalam
rangksa untuk menmgkatkan koordinesi penyelenpggarasn pemerintahan,
pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat kampung dan kelurahan di
wilayah masing-masing.

Distrik sebagaimana dimaksud pada avat (1) dipimpin oleh Kepala Distrik
vang berada dibawah dan bertanggungiawab kepada Bupati melalui SEKDA.

Baman Kedua
Susunan Organmsas

Pasal 3

sSusunan Organsasi Distrk Mimika Baro, terdirs dan:
& Hepala Distrik;

b, Sekretariat, membawahi:

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
4} Sub Bagian Program dan Keuangan
Seksi Pemenntahan:

. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
Selsi Perelkconomian dan Pembangunan
Seksi Kesjehateraan Rakyat;

Scksi Pemberdayvaan Masyarakat: dan
Kelompok Jabatan Fungsional.

o

Fm

Susunan Organisasi Kelurahan, terdin dari:

a, Lurah:

b. Sekretariat

€. Secksl PFemenniahan;

d. Seksi Pemberdayvaan masyarakat; dan
&, Bekai hetentraman, Retertiban Umum.

Struktur-Organisasi Distrik Mimika Baru, sebagaimana di maksud pada ayat
(1} dan ayat (2} tercantum dalam lampiran yang merupakan bagan tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ind,

HAB M.




(1)

(2)

(1}

{2

= fi=

BAB 111
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kepala Distrik Mimika Baru

Pasal 4

Kepala Distrik Mimikn Bary, mempunyai tugas pokok menvelenggarakan
tugas dalam lingkup uruosan-urusan pemermtahan umum, ketenteraman dan
ketertiban umum, eckonomi dan  pembangunan, kemasvarakatan,
pemberdayaan masyarakat serta pelayanan umum pada distrik Mimika Baru
sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Mimika.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimsna dimaksud pads ayat (1), Kepala

Distrik Mimika Baru, menyelenggarakan fungsi:

a. menvelengearakan urusan pemerintabian wmuim;

b. penyelenggardan kewenangan wajib Kabupaten dan kewenangan lainnva
vang dilimipahkan oleh Bupati Mimika:

e, pengoordinasian kegatan pemberdayaan masyarakat;

d. pengoordinasian upayva penvelengegaraan kKetenteraman dan Ketertiban
UITILm;

e, pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturun  Daerah dan
Peraturan Bupati,

f. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;

g pengoordinasian penyelenggaraan Keglatan pemerintahan vang dilakulkan

oleh Perangkat Daerah di tingkat Distrik Mimika Baru;

h. pembinaan dan pengawasan penvelenggaraan kematan kelurahan;

1. pelaksanaan Urusan Pemenntahan yvang menjadi kewenangan Kabupaten
vang tidak dilaksanakan oleh umt kerja Pemerintahan Deerah Kabupaten
yvang ada di1 Distrnk Mimika Baru; dan

1. pelaksanaan tugas - tugeas lain yvang diberikan oleh Bupati melalui

Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 5

Sekretariat mempunyai tugas mendukung pelaksansan tugas dan fungsi
Disirik dalam hal pengelolaan adminisirasi perencansan dan program,
keuangan, kepegawaian dan umuam  di  lingkungan  Distrik serta
mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Seksi-scksi.

Untuk melaksanakan tugas schagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretariat
menyelenggarakan fungsi:
a. penghoordinasian penyusunan percncanaan, program dan anggaran di
lingkungan Distik,
b. pembinaan...




(1

<l

hl‘

-, -

pembinaan dan  pemberian dukungan admmistrasi yang melipub
ketatausahann, kepegawaian, keuangan, kerumah tanggsan, Kerjasama,
hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi;

pengkoordinasiken  penyusunan peraturan  perundang-undangan di
lingkup Distrk;

. pengkoordinasiaan pembuatan Standar Operasional Prosedur {SOP) dan

Standar Pelayanan Minimal (SPM| distrik;

pengelolaan barang/kokayasn milik dacrah dan/atau negara di lingkup
Distrik;

penggkoordinasian penyusunan  kebijalkan pengelolaan  administrasi
kepepawaian;

penggkoordinasian  penyusunan kebijjakan administrasi pengelolaan
keuangan;

penggkoordinasian penyusunan Kebijekan pelaksansan, monitoring,
cvaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas distiik;

penggkoordinasian penvusunan merumuskan kebijakan
pengkoordistrikisn publikasi pelaksanaan tugas distrik.;
pengkoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi Seksi-Sekosi;
menyampaikan sdran dan pertimbangan kepada Kepala Distmk baik

secara lisan maupun terfulis) dan

pelaksanaan fungsi lam vang diberikan Repala Distrik terkait dengan
tugas dan fungsinya.

Paszal &

Sub Bagian Umum dan Kepegawalan mempunyal tugas melaksanakan
kegatan administrasi persuratan, tata usaha, perpustakaan, kKearsipan,
keamanan dan kebersihan perkantoran, organisasi dan tata laksana,
hubungan masyarakat, protokol pengelolasn urusan rumah tangga dan
perlengknpan, pengelolaan barang milik daerah serta administrasi
kepegawaian di lingkungan.

Uraian Tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian meliputi;
a. menyusun rencana dan program kerja operasional kegatan pelayanan

administrasi umum dan kepegawaian berdasarkan program kerja
sekretariat sebaga pelaksanaan tugas;
menyusun kebijakan umum dan teknis di bidang umum dan kepegawaian;
membagi tugss kepada bawahan sesudd dengan bidang tugasnya dan
memberi petunjuk/arahan baik secara lisan maupun tertulis;
melaksanakan penerimaan, pendistribusian dun pengiriman suratsurat,
naskah distrik dan pengelolaan dokumentasi serta kearsipan;
melaksanakan pembuatan dan pengadaan naskah distrik;
melaksanakan  pengelolaan dan  penyviapan  bahan  pembinaan
dokumentasi dan kearsipan kepada sub unit kerja di lingkungan Distrik;
melaksanakan pengkoordinasiaan pembuatan  Standar Operasional
Prosedur {SOP] dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) distrik;
melaksanakan dan penviapan pengelolaan dan pengendalian administrasi
perjalanan distrik; '
melaksanakon pelayanan keprotokolan dan penyelenggarasn rapatrapat
distrik;

1. meélaksanakan...
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j.  melaksanakan pelavanan hubungan masvarakat;

k. melaksanakan pengurusan kerumahtanggaan, keamanan dan ketertiban
kantor,

L. melaksanakan pemelihoraan dan perawatlan serta pengelolaan inglkungan
kantor, gedung kantor, kendaraan distrik dan aset lainnya;

m. melaksanakan perencanaan péngadaan, penyimpanan, pendistribusian
dan inventarisasi perlengkapan distnk;

n. menyiapkan bahan kerjasama teknis Distril;

. menvusun jadwal dan mengelola rapat Distrik, kunjungan tamu Distrik,
dart acara-acara kedinssan lannya sesuai dengan ketentonan dan
pedoman yang berlaku;

p. melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian

sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;

g. melaksanakan pengelolaan perpustakaan dsn  pendokumentasian
peraturan perundang-undangan;

r. melaksanakan  pengumpulan, peéngelshan, penyimpanan  dan
pemeliharann data seria dokumeniasi kepegawamn,

. menvusun dan menviapkan bahan administrasi kepegawainan vang
meliputi  kenaikan pangkat, paji berkals, pensiun, kartu pegawai,
karis/karsu, taspen, askes dan pembenan penghargaan serta
peningkatan kescjahteraan pegawei;

. menvusun dan menviapkan pegawal untuk mengikun  pendidikan/
pelatihan struktural, tekms dan Tungsional serta ujan dinas;

u. pelaksanaan penvusunan daftara nominanfl pegawal, administrasi
Sasaran Kinerja Pegawai (SKP} dan Daftar Urut Kepangkatan (DUK];

v. melaksanaikan evaluasi dan peiaporan pelnksanaan tugas kepada hepaia
Distrik melalul Sckretaris;

w. melaksanakan koordings dan konsultas: pelayvanan admmistrasi umium
dan kerumahtanggaan serta administras kepegawaian dengan sub unit
kerja lain di lingkungan Distrik;);

x. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kepada Kepala
Distrik melalun Sekretans;

v, melaksanakan monitoring; mengawasl, memantaw | dan mengevaluasi
pelaksanaan tugas sub bagian umnum dan kepegawaian;

z, mengolah informas) pelayanan publik melalw Informes) Elekiromk dan
media massa terkait dengan jenis pelayanan perizinan dan pengaduan
masvarakat vang menjadi kewenangannya distrik;

af, melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai
kebutuhan sekretanat;

bb, menvampaikan saran dan pertimbangan kepada sekretaris baik secara
lisan maupun tertulis;

cc. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Selretaris;

]

Pasal 7

Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyal tugas pokok melaksanakan
penghoordinasian penyusunan rencana, program ketja, pengelolaan agearan,
penyiapan bahan verifikasi, penatausahaan, perbendaharsan, urusan
akuntansi, pembukusn, pelaporan keuangan dan pertanggungiawaban
pengelolaan keuangan Distrik.

(2) Urnian.,,
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i2) Uralan Tugas Sub Bagian Program dan keuangan meliputi:

H.
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m.

a1,

menyusun rencana dan program Kerja operasional kepiatan penyusunan
program dan admimstrasi keuangan berdazarkan program  kena
sekretariat sebagai pelaksanaan tugas;
menyusun kebijakan umum dan tekms di bidang umum dan kepegawaian;
membag tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnva dan
memberi petunjult/arahan baik secara lisan maupun tertulis
mengkoordinasilan penyusunan dokumen percncanaan Distrik meliputi
Rencana Strategis (Renstra), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja
(Renja)/Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dan Penanjiin Kmerja (PK)
sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
melaksanakan peémbinaan administrasi perencanaan di lingkup Distrik;
melaksanakan pengkoordinasian  dan  pengadministrasian  usulan
REA/RKPA dan DPA/DFPA dari setiap seksi di linghup Distrik;
mengkoordinasikan penyusunan, pengalahan dan penyajian data statistik
dan informasi profil Distrik;
meleksanakun monitoring dan evaluasi kinerje pelaksansan program dan
kegiatan serta dampak pelaksenaan program dan kégiatan Distrik;
melaksanakan pengkoordinasian penyiapan bahan dengan unit-unit kerja
di lingkup Distrik dan penyusunan dokumen pelaporan Distrik meliputi
Laporan Kinera Instansi Pemerintah (LKIP), Laporan Penyelenggaraan
Pemernntahan Daerah [LPPD), laporan realisast kinera dan Keuangan
triwulanan atas pelaksanaan program dan kegatan Dhistnk, dan laporan
kedinasan lainnya;
melaksanakan pengkoordinasian pelaksanaan Sistem Akuntabilicas
Kinena Instansi Pemenniah (SAKIP);
melaksanakan pengelolaan gajl pegawan
meneliti dan melakukan verifikasi tagihan pembavaran, antara lain ;
l. Kelengkapan SPP-LS pengadaan barang den jasa vang disampaikan
oleh PPTK dan telah disetujui oleh PA/KPA,

2: Kelengkapan SPP-UP/GU /TUP, SPP-UP/GU /TUP-Nihil dan SPP-LS Gaji

dan tunjangan kinera serta penghasilan lainnya yang telah ditetapkan
sesusal ketentuan peraturan perundang-undangan yang disjukan oleh
bendahara pengeluaran;
menyiapkan dan menerbitkan serta mengajukan SPM dengan
kelengkapannya kepada BUD melalui bendahara pengeluaran;

. membuat register SPP, SFM dan SPJ;

membuat laporan pengesahan SPJ, pengesahan pengawasan definitif
anggaran /kegiatan, register kontrak/Surat Perintah Kerja, dan daftar
realisas] pembayaran kontrak;

mclaksanakan monitoring, mengawasi, memantau dan mengevaluasi
pelaksanaan tugas sub bagian program dan keuangan;

melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai
kebrutuhan sekretarial; '

menyampaikan saran dan pertimbangan kepada sekretaris baik secara
lisan maupun lertulis; dan

melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris.

Bapan Ketiga...
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Bagian: Ketiga
Secksi -Seksi

Paragraf 1
Seksi Pemerintahan

Pasgal &

(1] Seksi Pemerintahan mempunyal tugas pokok membanmu sebagian tugas
kepala Distrik dalam merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan
melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan kewenangan pemerintahan vang
telah dilimpahkan oleh Bupati lingkup urusan pemerintahan wman,

(2} Uraian Tugas Seksi Pemenintaban meliputi;

a, melakukan penyusunan rencana kegialan Seksi Pemerintaban Umum
berdasarkan program kerja, permasalahan dan regulasi sebagal bahan
penyusunan Rencana Strategis seria Rencana Kerja dan Anggaran
Distrile;

b. menyusun kebijakan umum dan tcknis di bidang pemerintahan umum
berdasarkan kewenangan vang dilimpahkan oleh Bupati;

¢. membag tugas Kepada bawahan sesum dengan bidang tugasnys dan
memberi petunjuk/arahan baik secard lsan maupun tertulis

d. melaksanakan kebijakan Kepala Distrik dalam penyelenggaraan
kewenangan pemerintahan yang telah dilimpahkan oleh Bupati kepada
Kepala Distrik dan tugas-tugas umum pemerintahan;

e. melakukan penylapan bahan penyusunan konsep pedoman dan petunjuk
teknis mengenal penyelenggaraan kewenangan pemenintahan umum;

[ melakukan penyusunan konsep pedoman dan petunjuk teknis mengenai
penyelenggaraan kewenangan pemerintahan umum;

g. melaksanakan penyiapan bahan  koordinasi dan  sinkronisasi
perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal
bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;

h. melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan pemibihan umum/pemilihan
‘Kepala Daerah.

l. menyusun program dan melakukan pembinaan sosial politk, ideolog
negara dan kesatuan bangsa serta kemasyarakatan;

J. melaksanakan sosialiasi kKepada masyarnkal (eniang dokumen
kependudukan dan pencatatan sipil;

k. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan tertib
administrasi pemerintahan Kampung dan Kelurahan;

. melsksanakan penyviapan bahan bimbingan, supervisi, fasilitasi dan
konsultasi pelaksenaan administrasi pemerintahan Kampung dan
Kelurahan;

m. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas
Kepala Kampung dan Lurah;

n. melaksangkan penyiapan bahan pembinean dan pengawasan terhadap
perangkatl kampung dan kelurahan;

o, melaksanalkan evaluasi penvelenggaraan pemerintahan kampung dan
kelurahan di tingkart Distik;

p. melaksanakan...
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p. melaksanakan pembinaan terhadap panitia pencalonan dan pelaksanaan
pemilihan calon kepala kampong;

q. menyiapkan pelantikan dan pengambilan sumpah kepala kampung di
wilayvahnya;

r. melaksanakan penyiapan bahan dan fasilitasi pembentukan, pemekaran,
penggabungan kampung/ kelurahan dan

5. melaksanakan [asilitasi dalam hal kerjasama antar Kampung/
Kelurahan;

t. melakukan pengawasan atas tanah aset Pemerintah Daerah di wilayah
kerja Distrik yang telah dilimpahkan oleh Bupati kepada Kepala Distok;

u. melakukean kegiaten fasilitasi dalam pelaksanaan pembebasan Tanah
Milik dan pelepasan Hak Atas Tanah Dan Bangunan yang akan
diperpunakan untuk kepentingan pembangunan;

v. melakukan kegintan fasilitasi dalam peraiihan status tanah dari Tanah
Negarn menjadi Tanah Hak Milik sesuni dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;

w. melaksanakan lugas pembantuan vang berkaliion legalisast administrast
pertanahan sesuai kewenangannya;

x. melakukan monitoring dan inventarisasi terhadap setiap Kegiatan vang

berkaitan dengan penggunaan tanah terlantar dan tanah negara bebas

vang berada di wilayah kerja Distrik;

metakukan pembinaan dan pengawasan pada kelurahan;

z. melakukan penyusunan dan pelaporan data monografi serta profil
Dristrik:

ax, melakukan monitoring dan evalunsi pelaksanaan kegiatan kegiatan Seksi
Pemenntahan umum; '

bh. melaporkan pelaksanann tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai
kebutuhan Distrik;

ce, menyampaikan saran dan pertimbangan kepada sekretaris baitk secara
lisarn maupun tertulis; dan

dd. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Distrik sesua
dengan tugasnya.

g

Paragraf 2
Seksi Ketentraman dan Reteriiban Umum

Pasal 9

{1} Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas pokok
membanty  sebagian  tugas kepala Distrik  dalam merencanakan,
melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan penyelengesrann
kewenangar pemerintahan yeng telah dilimpahkan oleh Bupati lingkup
urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum,

(2] Uraian Tugas Scksi Ketentraman dan Ketertiban Umum meliput:
4, melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Ketentraman dan
Ketertiban Umum berdasarkan tugas, permasalahan dan regulast sebaga

bahan penyusunan Rencana Strategis serta Rencana Kerja dan Anggaran
Distrik;

b. melakukan...

—_—
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b, melakukan penyviapan bahan  perumusan  kebljakan  dalam
penyelengparaan kewenangan pemerintahan yang telah dilimpahkan aleh
Bupati kepads Kepala Distrik dan togas-tugas umum pemerintahan
dalam lingkup urusan ketentramon dan ketertiban umum;

c. melaksanakan kehijakan HKepala Distrik dalam penyelenggaraan
kewenangan pemmerintahan yang telah dibmpahkan oleh Bupati kepada
Kepala Distrik dan tuges umum pemerintahan dalam lingkup urusan
ketentraman dan ketertiban umum;

d. melakukan penyiapan bahan penyusunan konsep pedoman dan petunjuk
teknis menpgenai penyelenggaraan kewenangan pemerintaban yang telah
dilimpahkan oleh Bupati kepada Kepala Distrk dan tugss umum
pemerintahan dalam ingkup urusan ketentraman dan ketertiban umum;

e. melakukan pemantauan, pengawasan, analisis dan pembinaan terhadap
kondisi ketentraman dan ketertiban umum wilayah;

. melakukan peayusunan rencana teknis pelaksanaan kegiatan penertiban
dalam rangka memelihara dan memulihkan sussana ketentraman dan
ketertiban umum wilayah;

g. secara ex officio sebagal Kepala Satuan Unil Pelaksana Satuan Polisi
Pamong Praja pada Distrik melakukan pembinaan terhadap para Anggota
Satuan Polisi Pamong Praja yang ditempatkan dalam wilayah kerja
Distrike;

h. melakukan koordinasi terhadap penatoan dan pemberdayaan pedagang
kaki lima dan penziman yang melanggar ketentuan Peraturan Daersah,
Peraturan Bupati, dan/fatau Keputusan Bupati di wilayah kera Distrik;

i. melakukan koordinesi dalam penanggulangan beticana -alam dan
bencana lainnya di wilayah kerja Distrik;

j- melakukan pembinzan terhadap para angpota Satuan Perlindunpgan
Masyvarakat (SATLINMAS) vang ada di wilavah Renya Distrik;

k. melakukan koordinas dengan Kepolisian Negaras Republik Indonesia
dan/atay Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan
penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Distrik;

L melakukan koordinas:t dengan tokoh masyarakat, tokoh/pemube agama
dan tokokh pemuda yang berada di wilayah kerja distrik untuk
mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyvarakat di wilayvah
Dhstrik;

m. melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan sistem keamanan
lingkungan dalam cegah tangkal dan deteksi dinn dengan aparat
fungsional keamanan dan ketertiban {(POLR] dan TNI) di dalam wilayah
kerja Distrik;

n, melakuken kegiatan dalam rangka pembinaan ideclogi Negara Kesatoan
Republik Indonesia di wilayah kerja Distrik;

0. melakukan pembinaan dan fasilitasi dalam rangka mewujudkan
kerultunan hidup bermasyarakat dan kerukunan hidup antar /inter-umat
beragami di wilayah kerja Distrik;

p. melakukan fasilitas) dalam penvelenggaraan Pemilihan Umum sesuad
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan vang berlaku;

. melaksanakan tugas pembantuan penegakan Peraluran Daerah tentang
Penvelengearaan ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;

r. melakukan penyelesaian perselisihan antar wargs mesyarakat dan antar
kampung/kelurahan;

s. mendavagunakan...

e e e ——
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mendayagunakan satuan-satuan Hansip/Linmas/Satlakar di wilayah
Duitrik dalam rangka upaya perlindungan masvarakat dari berbagai
bentuk ancaman, bahaya dan kebeéncanaan;

mengoordinasikan satuan kerja  perangkat daerah yang tugns dan
fungsinva i bidang penegakan peraturan perundang-undangan
dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesis;

melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Selosi
Ketentraman dan Ketertiban Umitin,

melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai
kebutuhan Distrik;

menyampaikan saran dan pertimbangan kepada kepala distrik baik
secara lisan maupun tertulis; dan

melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Distrik sesuai
dengan tugasnya.

Paragrat 3
Seksl Perekonomian dan Pembangunan

Pasal 10

Scksi Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas pokok membantu
sebagian tugas kepals Distrik  dalam merencanakan, melaksanakan,
mengevaluasi dan melaporkan pelaksanann penvelenggarann kewenangan
pemenntahan yeng telah dilimpahkan oleh Bupati lingkup wurusan
perekonomian dan pembangunan.

Uraian Tugas Seksi Perekonomian dan Pembangunan meliputs:

He.

melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Perekonomian dan
Pembangunan berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi sebagai
bahan penyusunan Rencana Strategis serta Rencana Kerja dan Anggaran
nstrik;

melakukan penyiapan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan
dalam penyelénggaraan kewenangan pemermtahan yang telah
dilimpahkan kepada Kepala Distrilk dan tugas-tugas umum pemerintahan
calam lingkup urusan ekonomi dan pembangunan;

melakukan penyusunan konsep pedomun dan petunjuk teknis mengenai
penyelengearaan kewenangan pemerintahan vang telah dilimpahkean
kepada Kepala Distrik dan tugas-tugas umum pemerintahan dalam
lingkup urusan ekonomi dan pembangunan;

melakukan pendataan, pembinaan dan fasilitasi pengembangan potensi
perekonpmian masyarakat;

melakukan  kegiatan-kegiatan dalam  rangks  pembinaan  dan
pengembangan di Bidang ketenagakerjaan di wilayah kerja Distrik;
melakukan  invenlarisasi dan  pemantauan  terhadap  keglatan
perindustrian, perdagangan, kepariwisalaan, perkoperastan, usaha kecil
menengah mikro , peternakan, pertanian, perikanan yang ada di wilayah
kerja Distrik; '

melakukan koordinasi untuk pembinaan, pengaturan dan pengawasan
terhadap pasar tradisional yang bukan merupakan asel Perusahaan
Dacrah dan pasar-pasar musiman di wilayah kerja Distrik; '

h. melalukan...
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h. melakukan pengkajian dan perumusan konsep kepada Perangkat Daerah

a
i

.

vang terkait secara fungsional mengenai penataan kampung kumuh di
wilavah kerja Distrik;

melakukan pengkajlan dan perumusan konsep vang terkait secara
fungsional mengenail pembangunan serta pemeliharaan sarana-sarana di
bidang permingaan, pendidikan, pelayanan kesehstan, pelavanan umum
dan sosial budaya di wilayah kerja Distrik;

molakukan pengoordinasian, pombinaan, pengawasan serta polaporan
langkah-langkah penangpulangan  pentemaran  dan  kerusakan
lingkungan lndup di wilayah kerja Distrik;

mengkaji dan perumusan konsep kehijakan Kepala Distrik dalam rangka
pengelolaan kebersinan lingkungan di wilevah kerja Distrik;
melaksanakan fasihitas: pembangunan prasarana kampung/ kelurahan
dan pengembangan perekonomian kampung/ kelurahan;

melaksanakan pembantuan pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi
pajak bumi dan bangunan (PBB) serta pajak-pajak lainnya diwilayah
kerjunya;

melaksanakan pembinaan, pengembangan serta pemantauan terhadap
perkémbangan industri dan perdagangan, pertambangan dan energi,
perkoperasan, UKM dan golongan ekonomi lemah;

mengoordinasikan  program  peningkatan  produksi | perkebunan,
kehutanan, pertanian, peternakan dan perikanan

mengoordinasikan pelaksanaan pembangunan swadayva masyvarakat;
mengmventarisasi dan mengolah data potensi wilayah, permasalahan
strta pelaksanasn pemecahan permasalabsn vang berkaitan dengan
fasilitasi perekonomian dan pembangunen.

melaksanakan fasilitas) pembinaan Organisasi Sosial/ Kemasvarakatan
dan Lembaga Swadava Masyvarakat (LSM|;

menyelenggarakan pembinaan bidang bngkungan hidup di wilayah
distrik;

melakukan monitoring dan  evaluasi pelaksangan kegiatan  Scksi
Perekonomian dan Pembangungan;

melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai
kebutuban Distrik;

menyampaikan saran dan perumbangan kepada kepaln disink batk
secars lisan maupun tertulis; dan

melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Distrik sesuai
dengan tugasnya.

Paragraf 4
Seksi Kesejahteraan Rakvat

Pasal 11

Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyal tugas pokok membantu sebagian
tugas kepala Distrik dalam merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan
melaporkan peldksanaan penyelenggaraan kewenangan pemerintahan vang
telah dilimpahkan oleh Bupati lngkup urusan kesjahleraan rakyat,

(2} Uraian...
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(2} Uraian Tugas Seksi Kesefahteraan Rakyar meliputi:

a. melakukan penyusunan renceana kegiatan seksi kesjahteraan rakvat
berdasarkan tugns, permasalahan dan  regulasi  sebagai  bahan
peEnyusunan rencana strategis serta rencana kerja dan angearan distrik;

b. melakukan penyiapan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan
dalam penyelenggaraan  kewenangan pemerintahan yang telsh
diimpahkan kepada Kepala Distrik dan tugas-tugas umum pemerintahan
dalam lingkup urusan kesjahieraan rakyat,;

c. melalkukan penyusunan konsep pedoman dan petunjuk tekmis mengenal
penyelenggaraan kewenangan pemerintahan yang telah - dilimpahksn
kepada Kepala Distrik dean tugas-tugas umum pemermtahan dalam
lingkup urusan keajahteraan rakyat;

d. melaksanakan koordinasi dalam urusan pemberdayvasn masyarakat;
vang meliputi bidang kesehatan, pendidikan, keluarga berencana,
keluarga sejahlera, keagamaan, sosial dan budsya, bantuan dan
pelavanan sosial, pencegahan kekerasan dalam rumah tangge dan
perindungan anak serta (ugas-lugas umum pemerntahan lainnoya;

e. melakukan koordinasi dalam rangksa penyelenggaraan tugas-tugas Pusat
Kesehatan Masyarakat serta lembaga milik Pemerintah lalnnya wyang
bergerak dan memiliki keterkaitan tugas dengan Distrik di bidang
kesehatan,

[. melaksanakan penyiapan bshan koordinasi pelaksanasn penyuluhan
kehidupan beragama, kepemudaan dan olshrags, kebudayaan dan
keluarga berencana,

g. melakukan Koeordmas: pembinaan dan penyuluban mengenai upaya -
upaya pencegahan  den  penanggulangsn  penvalahpunaan  obai,
narkotika, psikotropika, zat adiktil den bahan-bahan berbahaya;

h. melakukan koordinasi kegiatan dalam rangks pengawasan dan
pembinann terhadap penvelenggaraan program di bidang pendidikan
dalam wajib belajar pendidikan dasar;

. melakukan koordinasi dalsm rengka pengawasan dan pembinaan
terhadap penvelenggaraan program di bidang keolahragaan, sosial
budaya, kepramukaan dan peranan wanite;

J- melakukan fasilitas) dalam penyelenggaraan aktifitas organisas: sosial
dan Lembaga Swadsyn Masyvarakat vang bergerak di bidang sosiad
kemasyarakatan dan keagamaan;

k. melakukan koordinasi dan fasilitasi dalam penvaluran bantuan- sosial
bagi para korban bencana, dan masvarakat miskin;

|. melaksanakan  koordmasi dalam  penyelenggaraan  Pelayanan
Administrasi Terpadu Distrik dengan Perangkat Daerah dan/atau
mstansi terkait lainnya;

m. melakukan penyusunan standar pelavanan publik sesuni denpan
kelentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

n. melaksanakan tugas pembantuan yvang berkaiian dengan administrasi
kependudukan serta  legalisasi  administrasi  pertanahan  sesuai
Kewenangannya,

o. melakukan pencrimaan, pemrosesan, penerbitan dan  pembatalan
perizinan f rekomendasi sesuai kewenhngannyﬁ;

p. melaksanakan,.,

—
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p. melaksanakan penyviapan bahan pembinaan dalam rangla pencegahan,
penanggulangan dan penanganan masalah kesejahteraan sosial serta
bencana alam dan pengungsi; '

q. melakukan pendistribusian dan pengumpulan formulic pengukuran
Indeks Kepuasan Masyarakat yveng berasal dari Perangkat Daerah vang
membidang pembinaan pelayanan publik;

% melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi

kesjahtcraan rakyvat;

melaporkan pelaksanaan tugas secara lsan, tertulis; berkala atau sesusi

kebutuhan Distrik;

z. menvampaikan saran dan pertimbangun kepada kepala distrik baik
secars lisan maupun tertulis; dan

ma. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Distrik sesuai
dengan tugasnya.

tud

Paragraf 5
Seksl Pemberdayasan Masyarakat

Pasal 12

(1] Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunya: tuges pokok membantu
sebagmian  tugas  kepala Distrik  dalam  merencanakan, melaksanakan,
mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan kewenangan
pemerintahan  vang telali dilimpahkan oleh Bupati lingkop wrusan
pemberdayaan masyarakat.

(2} Uralan Tugas Seksi Pemberdayvaan Masyarakat meliputi:

A, melakukan penyusunan rencend  Kegiatan seks:  pemberdavaan
masyarakat berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi sebagai
bahan penyusunan rencana sirategis serta rencana kerja dan anggaran
distrik;

b. melskukan penyiapan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan
dalam penyelenggaraan kewenangan pemerintahan  yang  telah
dilimpahkan kepada Kepala Distrik dan tugas-tugas umum pemerintahan
calam Ingkup urusan pemberdayaan masvirakat;

¢. melakukan penyusunan konsep pedoman dan petunjuk teknis mengenai
penyelenggaraan kewenangan pemerintaban vang telah dilimpahkan
kepada Kepala Distrik dan tugas-tugas umum pemerintahan dalam
lingkup urusan pemberdayaan masyvarakat;

d. menyusun dan menyiapkan data perkembangan perekonomian dan

pembangunan di wilavah kelurahan;

mengeall potensi dan sumber dayva ekonomi di wilayah kerjanya;
mbahan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat di kelurahan;
melaksanakan usaha-usaha dan pengembangan perkoperasian  di
kelurahan;

memantau perkembangan harga sembilan bahan pokok;

memelihara dan menmgkatkan kegotong-royongan masyarakat, budava
gotong royong serta pendayagunaan tcknologi tepat guna (SPGRM);
melaksanakan inventarisasi keglatan  pembangunan dan  swadaya
masyarakal,

o RN
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k. mendata...




2, £+ AL

k. mendata dan memhina Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Tim
Penggerak PKK, dan karang taruna di kelurahan dan kampung;

. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan promosi pembangunan dan potensi
kampung di wilayah distrik;

m., menyviapkan dan  menyelenggarakan  Musyawarah Perencanaan
Pembangunan (Musrenbang) serta menghimpun usulon priontas
pembangunan hasil musrembang kelurahan dan kampung;

n. menerima dan menmdaklanjutl informasl pengaduan/keluhan dard
masyarakat dengan melaksanakan koordinasi pemecahan permasalahan;

o. melakukan pendistribusian dan pengumpulan formulir pengukuran
Indeks Kepuasan Masvarakat vang berasal dan Perangkat Daerah vang
membidangl pembinaan pelayanan publik;

p. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan  kegiatan Seksi
kesjuhteraan rakyat;

q. melaporkan pelaksanaan tugns secara lisan, tertulis, berkals atau sesual
kebhutuhan Distrik;

r. menyvampaikan saren dan pertmbangan Kepadea Kepala distrik baik
secara lisan maupun tertulis; dan '

s. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Distrik sesuai
dengan tupasnva.

Bagian Keempat
Eeharahan

Pasgal 13
(1] Relurahen merupakan perangkat [Distnk vang membantu atau melaksanakan
sebagian (ugas Distrk.

(2] Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Lurah selaku
perangknt Distrik yang berkedudukan di bawah dan bertanggrung jawab
kepada Distrik.

(3] Susunan Orgamsasi Kelurahan terdin dam:
Lurah;

Sekretarnat Kelurahan;

Seksi Pemenntahan;

Seksi Pemberdavaan Masyarakat; dan
Seksi Ketentraman dan Ketertibaan Umum.

PO TR

(4} Sekretanat Keluarahan dipimpin oleh seorang Sckretans vang berada di
bawah dan bertanggungjawab kepada Lurah.

(9] Masing-masing Secksi diplmpin oleh secorang Kepala Seksi yang berada di
bawnh dan bertangung jawab kepada Lurah.

Paragraf 1...
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Paragrafl 1
Lurah

Pasal 14

(1) Lurah mempunyai tugss membantu Distrik untuk melaksanakan urusan
pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta menyelenggarakan
tugas umum pemerintahan lainnya berdasarkan peraturan perundang-
Undangan.

(2) Urmian Tugas Lurah mehputi:

a. melaksanakan kegiatan pemerntahan kelurahan;

b, melakukan pemberdeynan masyarakiat;

. rmelaksanakan pelayanan masyarakat;

d. memelihara ketentraman dan ketertiban umum;

e. memelihars prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

{. menvampaikan saran dan pertimbangan kepada kepala distrik baik secira
lisan maupun tertulis; dan

g. melaksanakan tugas: lain yang dibérikan oleh Kepala Distrik sesual
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Sekretanat

Pasal 15

(1} Sckretariat Kelurahan mempunyai fugas menvelenggarakan pelayanan
penunjang teknis dan admmistratf, koordinasi, pembinaan, pemantauan dan
pengendalian dalam bidang perencanaan, ketatpusahasn, keuangan,
kepegawaian, orgamsast dan tatalaksena, hukum, hubungan masyarakat,
perlengkapan dan  kerumahtanggaan serta  memberikan  pelayanan
administriasi kepada semua unit di Lingkungan Kelurahan.

(2] Sekretariat sebagaiaman disebutkan dalam Pasal 3 ayvat (2} huruf b
mempunyai tugas membantu kepala distrik dalam:

a, menyelenggarakan koordinasi terhadap kegatan vang dilakukan oleh
perangkat kelurahan;

b, mengumpulkan data dan perumusan program sefta petunjuk untuk
keperluan pembinaan penvelenggaranon tugas umum pemerintahan,
pembangunan, dan pembinaan kesejahteraan rakyat;

c. melaksanakan pemantauan lerhadap kegiatan penyelenggaraan tugas
umum pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kesejahteraan
rakyat,

d. melaksanakan pemantauan, pengendalian dan koordinasi pengelolaan
administrasi ketatausahaan, kepegawalan, organisasi dan tataliksana,
hukum, hubungan masyarakat, rumah tangga, perlenghapan serta
peraturan perundang-undangan,

a. melaksanakan pengurusan surat yvang masuk dan keluar, pengembalian,
pengiriman, pencatatan, penarikan dan pengendalian serta penyusunan
arsip, soris penyiapan dan mengatur penyediaan alal tulis kantor;

b. memberikan. ..

—_———
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b, memberikan pelavanan administras: kepada masyvarakat dibdang
pemerintahan dan pembinsan Kesgjahtertaan rakyat;

c. melaksanakan wurusan surat-menyurat, kearsipan, rtumab tanggs,
perlengkapan, menyvusun laporan serta memberikan pelayanan teknis
administratil kepada seluruh perangkat kelurahan;

d. melaksanakan inventarisasi dan pengelolaan aset/ kekayaan milik daerah
di lingkungan kantor mulai dan rencana kebutuhan, penomoran
imventaris, penyimpanan, ponggunaan, porawhtan scrta inventaris
ruangan;

¢. melaksanakan pembinaan, pemantouan, pengendalian dan koordinasi
penyusunan program kerja dengan seluruh seksi-seksi di kelurahan,
penyusunan dan penyajian data statistik dan analisis serta evaluasi dan
pelapuran pelaksanaan program;

. melaksanakan pembinasn, pemantauan, pengendalion dan kKoordinasi
pengelolaan administrasi keuangan;

g. menvusun laporan-laporan pelaksanaan rencana dan program rutin dan
program kerja di kelurahan; '

h. menghimpun dan menvusun laporan bulanun, triwualan, semester dan
tahunan kelurahan; dan

L melaksanakan tugas-tugas lain vang diberikan oleh Lurah sesual dengan
bidang tugsnyi.

Paragraf 3
Seksi Pemerintaban

Pasal 16

(1) Seksi Pemerintahan mempunyvai tugas membantu Lursh dalam
melaksanakan sebagian urusan kelurahan dalam bidang pemerintahan dan
pelayanan umum.

2] Uraian Tugas Sehs Pemerintahan melipuati:

a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan Lursh dalam
penyelenggaraan kewenangan pemernmntahan yang telah dilimpahkan dan
fuges pemerintahan dan pelayanan umum;

k. mengumpulkan bahan dan menyusun laporan dibidang pemerintahan
dan pelayanan umum dalam rengka pembinaan wilsyvah dan masyaralkat;

¢. melakukan dan membina kegiatan pelavanan publik dalam lingkup
urusan pemerintahan dan pelayanan umum;

d. melaksanakan fasilitasi penyelenggarann pemilihan  umum/ pemilihan
kepala daerah di tingkat Kelurahan,

¢, menyusun program dan melakukan pembinaan sosial politk, ideclogi
negara dan kesatuan bangsa serta kemasyarakatan di Kelurahan;

. melakukan pelayanan kepada masyarakat dibidang pemerintahan dan
pelayvanan umum, kependudukan dan pencatatan sipil;

g. mulaksanakan penyiapan bahan bimbingan, supervisi, fasilitasi dan
konsultasi dan pembinaan pelaksanaan administrasi pemerintahan
tingkat Lingkungan Kelurahan;

. melaksenakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas
Kepala Lingkungan dan Kepala Rukun Tetangga (RT).

i melaksanakan...
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melaksanakan penviapan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap
perangkat Lingkungan dan Rukun Tetangga (RT).

melaksanakan fasilitasi dalam hal kerjasama antar Lingkungan dan
Rukun Tetangga (RT) dan atau antar Kampung/ Relurahan.
melaksanakan penyusunan profil data kelurahan,

melakukan penselolaan buku administrasi kependudukan dan bulu
tanah vang berada di kelurahan;

membantu tugas-tugas dibidang pendataan dan pemungutan pajak bumi
dan bangunan (PBBJ;

membantu pelaksanasn tupas-tugas pelayanan dibidang pertanahan
sesiual dengan peraturan perundang-undangan;

melakukan monitoring dan  evaluasi pelaksansan kegiatan  Seksi
pemerintahan; _

melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai
kebutuhan lurmh;

menvampaikan saran dan pertimbangan kepada lurah baik secarn lisan
mAupun Leriulis; dan

melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Lurah sesuni bidang
tURRSTIVA.

Paragraf 4
Seksi Pemberdayaan Masyaralkat

Pakal 17

Seksi Pemberdayaan Masyarskat mempunya tuges membantu lurah dalam
melaksanalkan ‘sebapian urusan kelurahan dalam bidang pemberdayvaan
masyarakat.

Uraian Tugas Seksi Pemberdayaan Masyarakat meliputi:

H:

melakukan penyiapan bahan perumusan kebfjakan Lorsh  dalam
penvelenggarann kewenangan pemernntahan vang telah dilimpahkan dan
tugas pemberdayvasn masvarakat)

melaksanakan fasilitasi pembangunan prasarana  kelurshan dan
pengembangan perekonomian masyarakat pada kelurahan;

. melaksanakan pembantuan pelaksanaan intensifikas: dan ehkstensifikas:

pajak bumi dan bangunan (PBB) serta pajak-pajak lamnya di walayah
Kelurahan;

mengolah  dan  mengevaluasi  data dibidang  perekonomian dan
pembangunan dalam  rangka mendukung  kegiiian | program
pemberdayvaan masvarakat;

mengkoordinasikan  dan memfasilitasi  kegiatan  pemberdayaan
masyarakat yang meliputi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
(LPMK), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM], Rukun Tetangga (RT) dan
Rukun Warga (RW), Pemberdayaan dan Kesecjahteraan Keluarga (PKK)
serta Pemberdavaan Karang Taruna di kelurahan;

mielaksanakan péembinaan, péngembangan serla pemantausn lerhadap
perkembangan indusiri dan perdagangan, pertambangan dan energi,
perkoperasian, UKM dan golongan ekonomi lemah di wilayah Relurahan;

g, melaksanakan...
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melaksanakan pengoordinasian  program  peningkatan  produlksi
perkebunan, kehutanan, pertanian, peternakan dan perikanan di wilayah
Kelurahan;

melaksanakan program pendataan potensi sumber pendapatan Kelurmhan
melakukan kegiatan pembmaan terhadap perkoperasian, pengusaha
ekonomi mikro dan kematan perekonomian lainnya;

melakukan pelavanan kepada masvarakat dibidang perekonomian dan
pembangunan;

melakukan kegintan dalam rangka meningkatkan swadaya dan partisipasi
masvarakat dalam meningkatkan perekonomian dan  pelaksanaan
pembangunand;

membantu pembinaan koordinasi pelaksana pembangunan serta menjaga
dan memelithara prasara dan sarana fisik dilingkungan kelurahan;
melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pembinaan dan pengawasan
kegiatan program  kKesehatan, kelusrga berencana,  wajib  belajar
pendidikan dasar, dan penyuluhan kehidupan beragama serta pembinaan
kepemudaan, olahraga, dan budaya di wilayah Eclurahan,

melaksanakan penyiapan bahan pembinaan kepada muasvarakat untuk
berpartisifasi dalam perencanaan pembangunan lingkup kelurahan dalam
forum musyawarah perencanaan pembangunan tingkat Distrik;
mengoordinasikan, pengawasan dan pembinaan serta pelaporan langkah-
langkah penanggulangan terhadap terjadinys pencemaoran dan kerusakan
di wilayah di Kelurahan;

membantu pelaksanaan terhadap penvaluran bantuan sosial kepada

-masyarakal serta melakuksn kegiatan pendatodn warga yvang rentang

s0sial;

membantu  pelayanan perizinan kKeramaian dan perizinan dibidang
pembangunan dan perekonomiain;

melakukan pelayanan kepada masvarakat dibidang sosial dan
Kesejahteraan Rakyat;

melakukan pembinaan ritual kesgamaan, kesehatan masvarakat,
keluarga berencana, keluarga sejahters, pendidikan masyarakat dan
pencegahan kekerasan terhadap anak dan kekerasan dalam rumah
tangeEn;

membantu mengumpulkan dan menvalurkan dana/bantuan terhadap
korban bencana alam dan bencana lainnya;

melakukan monitoring dan  evaluasi pelaksanaan kegiatan Sekst
pemberdavaan masvarakat:

. melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai

kebutuhan lurah;

menyampaikan saran dan pertimbangan kepada lurgh baik secara lisan
maupun tertulis; dan

melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan olch Lurah sesuai bidang
LUEASTIVE.

Paragraf 5...
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Paragraf 5
Sekst Ketentraman, Ketertiban Umum

Pasal 18

(1) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugaes membantu Jurah
dalam melaksanakan sebagian urusan kelurahan dalam bidang ketentraman
dan ketertibaan umu wilayah kelurahan.

() Uraian Tugas Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum meliputi;

melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan Lurah dalam
penyelengearaan kewenangan pemerintahan yang telah dibmpahkan dan
tugas ketentraman, ketertiban umum dan kesejahteraan masyarakat;
mengolah dan mengevaluasi data dibidang ketentraman dan ketertiban
mum serta dibidang sosial dan kesejahteraan rakyat;

melakukan koordinasi dalam penanggulangan dan penangganan bencana
alam dan bencana lmnnya serta tanggap darurat;

melakukan pembinasan terhadap para anggots Satuan Perlindungan
Masyvarakat (SATLINMAS| di kelurahan;

melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan sistem  Kesmanar
lingkungan dalam cegah tanghkal dan deteksi dini dengan aparat
fungsional keamanan dan ketertiban (POLRL dan TNI) di kelurahan;
melakukan kegiatan dalam rangka pembinaan ideologi Negara Kesatuan
Republik Indonesia di kelurahan;

melakukan pembinaan dan fasilitasi dalam rangka mewujudkan
kerukunan hidup bermasyarakal dan kerukunan hidup antar umat
beragama;

melakukan [(asilitast dalam petyelenggaraan Pemilihan Umum sesuad
dengan keteiuan peraturan perundang-undangan vang berlaku;
melakukan upaya pembinaan kepada masvarakat dalam rangka
mewujudkan kepatuban masyarakat terhadap ketentuan Peraturan
Daerah, Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati yang berkenaan
dengan ketentraman dan ketertiban umum;

mengumpulkan, mengolah data dan mformasi, inventarisasi
permasalahan serta pelaksanaan pemecahan permasalshan vang
bericaitan dengan Kelentreman dan ketertiban amum.

menyviapkan hahen kébijjakan, bimbingan dan pembinasn ssrta pétunjuk
teknis yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban amuam.
mempersispkan dan meényusun potensi Harisip/Linmas; Satiakar dalam
rangka menghadapi Kemungkinan bencana di wilavah Kelurahan.

. méendayagunakan  satuan-satuan Hansip/Linmas/Satlakar di wilavah

Distrik dalam rangka upaya perlindungan masyvarakat dari berbagai
bentuk ancaman dan bahaya di wilayah Kelurahan.

. melaksanakan keordinasi dengan instansi terkait/phak swasia dalam

peliaksanaan pemeliharaan prasarana dan lasililss pelayanan umum di
wilayah Kelurahan;,
melaporkan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan
umum di wilayah Distrik kepada Lurah;
melakukan momtoring dan  evaluas: pelaksanaan kegiatan Seksi
ketentraman dan ketertibaan umum;

. melaporkan...
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q. melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, herkala atau sesual
kebutuhan lurah;

r. menvampaikan saran dan pertimbangan kepads lurah baik secara hsan
maupun tertulis; dan _

5. melaksanakan tugas-tugas |min yang diberikan oleh Lurah sesuai bidang
tugasnya

BAB TV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 19

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan teknis
sesuai dengan bidang keahliannya pada Distrik.

Kelompok Jabatan Fungsional terdirl atas sejumlah tenaga dalam jenjang
jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok.

Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2
dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang ditetapkan cleh Bupati;

Jenis, jeniang dan jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditctopkan oleh Bupati berdasarkan analisis jabatan dan heban kerja
sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

BAB V
TATA KERJA

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Repala Distrik, Lurah,
Sekretaris, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan
Fungsional wajib mencrapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi
baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di
linglkungan Pemerintah Daerah seria Instansi ldin diluar Pemerintah Daerah
sesunl dengan tugas pokoknya masing-masmg,

Setiap  pimpinan  satuan  organisasi wajib  mengawasi  bawahannys
masingmasing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-
langkah yang diperlukan,

Sctiap pimpinan satuan organisasi bertangoung faweb memimpin dan
menghoordinasi bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan seria
petunjuk bagi pelaksanzan tugas bawahannya.

Seliap pimpinan sebuah organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjulc
dan hertanggung jawab pada atasannyd masing-masing serta menyvampaikan
laporan berkala tepat waktu.

{5} Setiap...
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Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan
bawahannva wajib diclah dan dipergunakan sebagal bahan untuk
penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada
bawahannyva.

Dalam menvampaikan laporad masing-masing kepada atasan, tembusan
laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasl lain yang secdra
fungsional mempunyal hubungan kerja.

BAB V1
PENGISIAN JABATAN

Pasgal 21

Pejabat pada Distrik dan kelurahan diangkat dan diberhentikan cleh Bupati
dari Pegawai Aparatur Sipil Nepara yang memenuhi syvarat atas usul
Sekretaris Daerah sesum dengan ketentuan peraturan perundang-undangarn.

Pegawnai aparatur sipil negara yang menduduki jabatan administrator dan
jabatan pengawas pada Distrik dan kelurahean wajib memenuhi persyaratan
kompetensi leknis, managerial dan sosial kultural

Kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3] huruf a diukur dari
tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional dan
pengalaman bekerja secara teknis yang dibuktikan dengan sertifilcasi.

Kompetensi manajenal sebagaimana dimaksud pada ayvat (3] huraf b dinkur
dari tinpka1 pendidikan, pelatihan struktaral sty manajeman dan
pengalaman kepemimpinan,

Kompetensi sosial kullural sebagaimana dimaksud pada ayal (3) hurul e
diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakal majemuk dalam
hal agama, suku dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsann.

Selain memenuhi kompetens: sebagaimana dimaksud pada ayat (3}, pegawai

aparatur sipil negara vang menduduk] jabatan pada Disirk dan kelurahan
hars memenuhi kompetensi: pemerintahan.

Kompetensi pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan
sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.,

BAB VII
ESELONERING

Pasal 22

Kepala Distrik merupakan Jabatan Eselon [l atau Jabetan Administrator.

Sekretaris Distrik Tipe A merupakan Jabatan Eselon [Ib atsu Jabatan
Administrator.

(3) Lurah...
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{3) Lurah dan Kepala Scksi pada Distrik merupakan Jabatan eselon [Va atau
Jabatan Pengawas.

(4) Kepala Sub Bagian pada Disirik, Sekretans Relurahan dan Kepala Seksi pada
Kelurahan merupakan Jabatan eselon Vb atau Jabatan Pengawas,

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 23

Pemblayaan Perangkat Daerah bersumber darl Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Daerah Kabupaten Mimika dan sumber lainnya ‘sesuai dengan ketentuan
Perundang-undangan vang berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupat Mimika Nomor
76 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Sususnan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja Distnk Mimika Baru Tipe A, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku,

Pasal 25
Peraturan Bupat ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintabkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mimika,

Ditetapkan di Timika _
Pada tanggal, 30 Desember 2025

BUPATI MIMIKA,
ttd
JOHANNES RETTOR
Diundangkan di Timika
Pada tanggal, 30 Désember 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA
tted
ABRAHAM KATEYAL

BERITA DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2025 NOMOR 125.

Salnan scsual dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

b

MUH. JAMBIA WADAN S0, SH
_ - PEMBINA
NIP; 19710523 200701 1 011
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